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PENJELASAN 

ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2013 
TENTANG 

ORGANISASI KEMASYARAKATAN  

I. UMUM 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 
secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, 
bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan 
hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam 
menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun 
kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya 
dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat 
yang demokratis. 

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan 
segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan 
sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik 
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Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan 
kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul 
Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan 
Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang 
secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan 
merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa 
dan negara.  

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan 
membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi 
kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan 
Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi 
dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya 
mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan 
memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan 
memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan 
Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi 
nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan 
akuntabel.  
Pancasila merupakan dasar dan falsafah dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap 
warga Negara, baik secara individu maupun kolektif, termasuk Ormas 
wajib menjadikan Pancasila sebagai napas, jiwa, dan semangat dalam 
mengelola Ormas. Pengakuan dan penghormatan terhadap Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sebagai dasar dan falsafah berbangsa dan bernegara, tetap 
menghargai dan menghormati kebhinnekaan Ormas yang memiliki 
asas perjuangan organisasi yang tidak bertentangan dengan 
Pancasila, dan begitu pula Ormas yang menjadikan Pancasila sebagai 
asas organisasinya.  
Pergaulan internasional membawa konsekuensi terjadinya interaksi 
antara Ormas di suatu negara dan negara lain. Kehadiran Ormas dari 
negara lain di Indonesia harus tetap menghormati kedaulatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, 
bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya 
masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di 
Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang mengatur Ormas yang 
didirikan warga negara asing dan badan hukum asing yang beroperasi 
di Indonesia. 

Dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut 
pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
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Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 44) yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan 
kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Oleh karena itu, diperlukan penggantian Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas 19 
Bab dan 87 Pasal. Undang-undang ini mengatur mengenai: 
pengertian; asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; 
pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, 
dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART; keuangan; badan 
usaha; dan pemberdayaan Ormas. Selain itu, Undang-Undang ini 
mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing 
ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; 
penyelesaian sengketa organisasi; larangan; dan sanksi. Pengaturan 
tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan 
memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2  

Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
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Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “mewujudkan tujuan negara” adalah 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu 
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas.  

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


No. 5430 5

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21  
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 
Pasal 24 

Cukup jelas. 
Pasal 25 

Cukup jelas. 
Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 
Pasal 30 

Cukup jelas. 
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Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 
Pasal 34 

Cukup jelas. 
Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 
Pasal 40 

Cukup jelas. 
Pasal 41 

Cukup jelas. 
Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 
Pasal 46 

Cukup jelas. 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


No. 5430 7

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “kegiatan politik” adalah kegiatan 
yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri, 
penggalangan dana untuk jabatan politik, atau propaganda 
politik.  

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana pada instansi 
atau lembaga Pemerintahan”, antara lain kantor, kendaraan 
dinas, pegawai, dan peralatan dinas.  
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Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tanpa izin 
dari pemilik nama, pemilik lambang, atau bendera 
negara, lembaga/badan internasional.  

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan ‘’ajaran atau paham yang 
bertentangan dengan Pancasila’’ adalah ajaran ateisme, 
komunisme/marxisme-leninisme. 
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Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “penghentian bantuan dan/atau 
hibah” adalah penghentian oleh Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah atas bantuan dan/atau hibah yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.  

Huruf c 

Penghentian sementara kegiatan dalam ketentuan ini tidak 
termasuk kegiatan internal, seperti rapat internal Ormas.  

Huruf d 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 
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Pasal 70 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “permohonan” tidak dapat diartikan 
sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex parte, 
tetapi harus diperiksa secara contentiusa, yaitu pihak yang 
berkepentingan harus ditarik sebagai termohon untuk 
memenuhi asas audi et alteram partem.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 
Pasal 72 

Cukup jelas. 
Pasal 73 

Cukup jelas. 
Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 
Cukup jelas. 

Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 
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Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 
Pasal 81 

Cukup jelas. 
Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 
Cukup jelas. 

Pasal 84 
Cukup jelas. 

Pasal 85 
Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas. 
Pasal 87 

Cukup jelas. 
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